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KEMENDAGRI. Impor Rokok Elektrik.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 86 TAHUN 2017
TENTANG

KETENTUAN IMPOR ROKOK ELEKTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

—

bahwa pengadaan dan penggunaan rokok elektrik
semakin meningkat dan mudah diperoleh di pasar
sehingga mudah terjadi penyalahgunaan peruntukan
yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat;
bahwa untuk mencegah penyalahgunaan rokok elektrik
dan untuk melindungi konsumen, perlu mengatur impor
rokok elektrik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor

Rokok Elektrik;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
Agreement Establishing The World Trade Organization
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia),
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3564);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
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10.

Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4661);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum
Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1104);
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Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di
Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1006);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1516);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
KETENTUAN IMPOR ROKOK ELEKTRIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Rokok Elektrik adalah perangkat rokok yang digunakan

dengan memanaskan cairan yang menghasilkan asap dan

dihisap oleh pemakainya yang termasuk Likuid nikotin dan
pengganti likuid nikotin yang digunakan sebagai isi mesin
dan aparatus elektrik yang termasuk dalam Pos Tarif/HS:

a. ex. 8543.70.90: Mesin dan aparatus elektrik,
mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau
termasuk pada pos lainnya dalam Bab ini. - Mesin
dan asparatus lainnya: - - Lain-lain, yang digunakan
untuk Rokok Elektrik.

b. ex. 8543.90.90: Mesin dan aparatus elektrik,
mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau
termasuk pada pos lainnya dalam Bab ini. - Bagian: -
- Lain-lain, yang digunakan untuk Rokok Elektrik.

c. ex. 3824.99.99: Olahan pengikat untuk acuan atau
inti penuangan logam; produk dan preparat kimia
dari industri kimia atau industri terkait (termasuk

olahan yang terdiri dari campuran produk alami),
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tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. - -
Lain-lain: - - - - Lain-lain, yang digunakan untuk
Rokok Elektrik.

d. ex. 2403.99.10: Tembakau dipabrikasi lainnya dan
pengganti tembakau dipabrikasi; tembakau
"dihomogenisasi" atau "dibentuk kembali"; ekstrak
dan esens tembakau. - - Lain-lain : - - - Ekstrak dan
esens tembakau.

e. ex. 2403.99.30: Tembakau dipabrikasi lainnya dan
pengganti tembakau dipabrikasi; tembakau
"dihomogenisasi" atau "dibentuk kembali"; ekstrak
dan esens tembakau. - - Lain-lain : - - - Lain-lain.

f. ex. 2403.99.90: Tembakau dipabrikasi lainnya dan
pengganti tembakau dipabrikasi; tembakau
"dihomogenisasi" atau "dibentuk kembali"; ekstrak
dan esens tembakau. - - Lain-lain: - - - Lain-lain.

Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam

daerah pabean.

Importir Rokok Elektrik adalah perusahaan yang

mengimpor Rokok Elektrik untuk diperdagangkan

dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API

adalah tanda pengenal sebagai Importir.

Persetujuan Impor Rokok Elektrik adalah izin yang

digunakan untuk melakukan impor Rokok Elektrik.

Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat

instansi atau unit terkait yang berwenang memberikan

penjelasan secara teknis dan bukan merupakan izin atau
persetujuan impor.

Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan

pemeriksaan barang Impor yang dilakukan oleh Surveyor.

Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat

otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran

Teknis barang Impor.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perdagangan.
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Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan
Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
Direktur adalah Direktur Impor, Direktorat Jenderal

Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2
Rokok Elektrik hanya dapat diimpor oleh perusahaan
pemilik API yang telah mendapat Persetujuan Impor
Rokok Elektrik dari Menteri.
Menteri dapat memberikan mandat  penerbitan
Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kepada Direktur Jenderal.

Pasal 3

Untuk mendapatkan Persetujuan Impor Rokok Elektrik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), perusahaan

pemilik API harus mengajukan permohonan secara
elektronik kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

a. Surat Izin Usaha Perdagangan atau izin usaha lain
yang sejenis dari instansi yang berwenang;

b. AP

c. Rekomendasi dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perindustrian;

d. Rekomendasi dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan;

e. Rekomendasi dari lembaga pemerintah non
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pengawasan obat dan
makanan, untuk impor likuid nikotin dan pengganti
likuid nikotin; dan

f.  bukti pengalaman sebagai importir Rokok Elektrik
paling sedikit selama 1 (satu) tahun yang dibuktikan
dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB); atau

g. bukti pengalaman sebagai distributor Rokok Elektrik

paling sedikit selama 1 (satu) tahun berupa:
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